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ABSTRAK  
  

Skripsi ini berjudul “Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Masa 

Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Palembang” Tujuan pembuktian adalah untuk 

memberikan gambaran yang relevan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat 

diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.8 Pembuktian mengandung arti bahwa benar 

suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus 

mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan 

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa namun dalam kondisi pandemi Covid-19 diterbitkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan tugas selama masa 

pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sehingga menyebabkan penegak 

hukum dalam sistem peradilan pidana harus bekerja di rumah (Work From Home), sehingga 

pelaksanaan persidangan harus dilakukan secara daring dan menurut Peraturan Mahkamah Agung 

No.1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Peradilan Secara elektronik, maka Proses Sidang 

di pengadilan harus menggunakan web conference atau sidang online. Adapun rumusan masalah 

yang digunakan adalah : 1. Bagaimana pembuktian dalam persidangan online perkara pidana 

dilakukan? 2. Bagaimana keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa? Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang mana data 

dikumpulkan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara 

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti serta melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai 

secara langsung pada instansi terkait, yang mana dalam hal ini instansi yang terkait ialah Kejaksaan 

Negeri Palembang. Hasil dari penelitian ini akan menjelaskan bagaimana keabsahan pembuktian 

dalam Persidangan Online di Kejaksaan Negeri Palembang.  

Kata  Kunci : Keabsahan, Persidangan Online, Pembuktian  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pandemi Covid-19 sudah mulai menyebar ke seluruh dunia dan banyak 

negara-negara yang menerapkan social distancing atau physical distancing 

(pembatasan sosial atau pembatasan fisik) bahkan karantina wilayah (lockdown). 

Indonesia memilih untuk tidak melakukan kebijakan karantina wilayah, dan lebih 

memilih untuk memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar 

(PSBB). Dampak negatif dari kebijakan tersebut membuat berbagai aspek lumpuh.  

Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial, tak terkecuali pada layanan 

hukum yaitu lembaga peradilan.1 

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 

1 Tahun 2020 Pada tanggal 23 Maret 2020  Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Selama Masa Pencegahan Penyebaran  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Bagi seluruh aspek di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh 

Badan Peradilan di Indoneisa. 2 

Hal ini mengakibatkan peradilan harus bergantung pada teknologi untuk 

membantu dalam memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat 

yang mencari keadilan melalui sidang secara online, dan jika melihat kembali 

dalam sejarah Indonesia terdapat kasus korupsi Buloggate. Dalam sidang peradilan 

                                                 
1Anggita Doramia Lumbanraja “Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan 

Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19” Jurnal Crepido (Juli 2020), 

hal.2. 
2 Indonesia, Mahkamah Agung, Surat Edaran Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 

2020 
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ini diadili Rahardi Ramelan sebagai terdakwa, dengan saksi B.J. Habibie dari 

Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta 

Nasional.3   

Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yaitu Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Pengadilan 

Secara Elektronik. Dan nampaknya dalam penerapanya Peraturan Mahkamah 

Agung ini adalah solusi terbaik dalam melaksanakan persidangan online. Maka 

dengan sarana video atau web conference bisa dijadikan sebagai sarana yang 

memiliki efektivitas yang baik untuk melakukan sidang oleh Pengadilan Negeri, 

Kejaksaan, atau Rumah Tahanan.  Dalam pola peradilan ini atau yang dapat disebut 

e-court yang memiliki arti  peradilan elektronik adalah terobosan terbaik yang dapat 

dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan merujuk pada Peraturan 

Mahkamah Agung. 

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 perkara dalam 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

hanya kasus perdata yang dapat melakukan pengadilan secara elektronik. 

Sedangkan perkara pidana umum dan khusus tidak dapat menerapkan peradilan 

elektronik, dan hanya dengan prosedur konvensional atau manual. 

Sehingga dengan membuat perjanjian antara Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, Kejaksaan Republik Indoneisa, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indoneisa Tentang Pelaksanaan Sidang Melalui Teleconference  

                                                 
3 Nur Akmal Razaq, Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid –19 Dalam 

Pespektif Hukum Pidana, Jurnal Inovasi Penelitian; (November 2020), hal. 1229.  
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menjadi dasar hukum dilaksanakannya persidangan pidana secara online pada 

tanggal 13 April 2020. Lalu dengan diterbitkan Surat Edaran Sekertaris Mahkamah 

Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk melaksanakan 

persidangan pidana secara online bagi hakim dan aparatur penegak hukum yang 

diterbitkan pada tanggal 7 September 2020 dengan alasan untuk memastikan 

terdakwa yang ditahan tidak menularkan atau tertular Covid-19.4 

Dalam tiap adaptasi ataupun fase penyesuaian terhadap aturan baru pasti 

terdapat proses peralihan yang menyebabkan berbagai dampak yang berbeda, dan 

salah satunya adalah proses pembuktian dalam persidangan online yang dilakukan 

dalam proses penuntutan oleh para Jaksa di Kejaksaan Negeri. Sebagaimana dalam 

pemahaman awam bagi masyarakat proses pembuktian merupakan tahapan yang 

sangat penting dikarenakan dalam proses ini menentukan terdakwa dinyatakan 

bersalah atau tidak, dalam hukum pembuktian, sebagai upaya perlindungan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, Kejaksaan Agung merupakan badan 

yang bertanggung jawab dalam proses pembuktian dalam melakukan tuntutan 

pidana, dan hakim memiliki kewajiban mencari kebenaran materil.5 

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki hakekat yang memiliki urgensi 

tertinggi sebab proses pembuktian menentukan dan menyatakan seseorang bersalah 

atau tidak dan apakah seseorang tersebut dapat dijatuhkan pidana (veroordeling) 

dikarenakan jika proses pembuktian tidak dapat membuktikan secara sah seseorang 

                                                 
4 . Indonesia, Mahkamah Agung, Pedoman Untuk Melaksanakan Persidangan Pidana 

Secara Online Bagi Hakim Dan Aparatur Penengak Hukum, Surat Edaran Seketaris MA No.8 

Tahun 2020 
5  A. Pillo, 1978, Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Belanda, Intermasa, Jakarta, , hal. 5 
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terdakwa melakukan pidana maka terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan 

(vrijspaak) dan jika tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari 

segala tuntutan hukum (onslaag van allerechtvervolging), karena apa yang 

didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak 

pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas 

hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara 

pidana (formeelstraafreht / straafproceesrecht).6 

 Saat ini, ketika proses pidana dilakukan secara online atau melalui 

teleconference dengan alasan pandemi Covid-19, terdapat permasalahan terkait 

pembuktian sebelum persidangan. Bahkan, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan 

terkait keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa dan keyakinan hakim atas alat bukti yang diberikan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti salah satu dampak sistem 

peradilan online dengan mengangkat judul “Keabsahan Pembuktian Dalam 

Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di 

Kejaksaan Negeri Palembang”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembuktian dalam persidangan online perkara pidana 

dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang?  

                                                 
6 Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, 

Bandung, hal. 76. 
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2. Bagaimana keabsahan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan 

kesalahan terdakwa di Kejaksaan Negeri Palembang? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembuktian dalam sidang 

online perkara pidana dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang.  

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan keabsahan alat bukti yang 

digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di Kejaksaan Negeri 

Palembang.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum khususnya pembaruan hukum mengenai pesidangan secara 

online baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan hukum khususnya hukum pidana, dalam pembuktian 

perkara pidana yang diselesaikan melalui pengadilan yang dilakukan 

secara online, khususnya pemahaman teoritis tentang penegakan hukum 

pidana.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat 
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pada umunya terakit dengan pembuktian dalam persidangan iperkara 

pidana. 

E. Ruang Lingkup 

 Peneliti memfokuskan ruang lingkup pembahasan penelitian ini pada 

Keabsahan Pembuktian Dalam Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa 

Pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Kota Palembang.  

F. Kerangka Teori  

Dalam buku pengantar penelitian hukum yang ditulis oleh Soerjono 

Soekamto menerangkan bahwa dalam proses meneruskan tulisan dibutuhkan data 

data yang bersumber dari teori.7 Kontinuitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki arti kelangsungan, kelanjutan, kesinambungan.8  Penulis membuat sub 

bab kerangka teori dengan tujuan agar penelitian ini dapat menggunakan teori-teori 

yang ditulis sebagai dasar dalam mengidentifikasi kejadian yang 

berkesinambungan dengan penelitian yang ditulis. 10 Kerangka teori merupakan 

salah satu landasan bagi kegiatan penelitian dan adapun kerangka teori yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Pembuktian  

 

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti 

memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, 

melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. 

                                                 
7 Soerjono Soekanto, 2010, Metode Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, hal. 6.  
8 Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kontinuitas, Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontinuitas, diakses 10 Juni 

2022 pada pukul 10.15 WIB.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontinuitas
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontinuitas
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Menurut Terminonologi pembuktian atau bewijs dalam bahasa Belanda 

memiliki dua makna atau artian, pertama diartikan sebagai perbuatan yang dengan 

mana diberikan suatu kepastian, dan adakalanya sebagai akibat dari suatu 

perbuatan dan perbuatan tersebut terdapat suatu kepastian9. R Subekti berpendapat 

bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-

dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. 

Adapun dalam proses pembuktian beberapa pihak dalam pemeriksaan 

persidangan.10 memiliki tujuan adapun sebagai berikut : 

a. Bagi penuntut umum, pembuktian ditujukan sebagai proses yang dapat 

menyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah para jaksa penuntut umum 

kumpulkan sebagai alat untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai 

dengan surat dakwaan. 

b. Bagi terdakwa dan penasehat hukum, pembuktian digunakan sebagai 

proses menyakinkan hakim bahwa berdasarkan alat bukti yang ada, 

terdakwa dapat dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau 

meringankan pidanya, dan dalam proses pembuktian penasehat hukum 

dapat mengajukan kebalikannya yang berarti alat bukti yang dapat 

meringkan atau menguntungkan pihak terpidana. 

c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, dan dalam proses ini 

berdasarkan alat-alat bukti yang diberikan baik dari penuntut umum 

                                                 
9 A. Karim Nasution, 1976 ,Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, 

Korp Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hal. 22 
10  Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 ,Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 

,Mandar Maju, Bandung , hal 13 
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maupun terdakwa hakim dapat mempertimbangkan lalu memberikan 

keputusan. 

Teori hukum pembuktian harus memilih kepada siapa kecondongan 

pembukitan dapat diletakkan karena proses pembuktian akan mementukan hasil 

akhir dalam persidangan dan proses pengadilan.11 

Teori pembuktian memiliki dua teori yang akan mengemukakan dalam sudut 

pandang maupun teori yang dapat digunakan secara subjektif dalam meneliti 

beragamnya kasus dalam proses pembuktian pada proses persidangan yang 

sebagaimana mazhab hukum yang cukup beragam sehingga dibutuhkan beberapa 

teori agar tetap relevan pada perkembangan hukum yang selalu tumbuh bersama 

masyarakat, adapun teori hukum pembuktian adalah sebagai berikut: 

a. Teori pembuktian objektif murni  

Teori ini memiliki mazhab atau aliran hukum positif wettelijke, dan 

menutut latar belakang histori teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik 

(canoiek recht)12.  Menurut teori ini alat bukti menjadi hal yang sangat 

penting bagi hakim dan begitu signifikan sebagai dasar pembuktian yang 

telah ditentukan oleh undang-undang, bahwa segala sesuatu yang hakim 

putusakan bergantung pada hal hal yang disimpulkan berdasarkan jumlah 

alat bukti berdasarkan undang-undang. 

 Teori hukum memiliki tujuan agar para hakim menghilangkan sisi 

subjektivitas hakim dalam menentukan keputusan karena dalam hal ini alat 

                                                 
11 Munir, 2006, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung,hal 45 
12 Eddy OS.Hiarieej,2012,Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, hal 15 
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bukti memiliki peranan lebih penting bagi proses persidangan dari pada hati 

nurani seorang hakim 13 . Dengan demikian maka teori ini hanya 

memfokuskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan 

tanpa hal-hal tersebut keyakinan hakim tidak dapat menjadi acuan sebagai 

keputusan yang kuat. 

b. Teori pembuktian subjektif murni 

Teori pembuktian subjektif murni merupakan kebalikan dari teori 

yang sebelumnya yaitu teori pembuktian objektif murni dikarenakan dalam 

teori pembuktian ini proses persidangan berdasarkan keyakian hakim 

belaka, sehingga prinsip pembuktianya hakim menilai atas dasar perasaan 

seorang hakim, dan tidak menjadikan alat bukti yang  berkekuatan undang-

undang sebagai satu satunya sandaran dalam membuat keputusan. 

Menurut Prof Andi Hamzah, sistem ini sangat memberikan 

kebebasan terhadap hakim dalam pengambilan keputusan sehingga 

berdampak pada sulitnya sistem pengawasan terhadap hakim14 

c. Teori pembuktian yang bebas 

Teori pembuktian yang bebas merupakan gabungan terhadap dua 

teori sebelumnya, dikarenakan hakim dapat menentukan keputusan dari 

proses persidangan tanpa mengikuti alat bukti berdasarkan undang-undang 

dengan catatan bahwa hakim dapat mempertanggungjawabkan 

keputusannya dengan menjelaskan unsur-unsur atas keyakinan hakim 

                                                 
13 Andi Hamzah, 1984,Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, hal. 229 
14 Andi Hamzah, Op. Cit, hal 231 



10 

 

 

 

dalam mengambil keputusan baik dalam ilmu pengetahuan maupun logika 

dasar hakim yang terletak dalam alat-alat bukti yang ditetapkan oleh 

undang-undang, dan dalam sistem ini hakim menggunakan alat-alat bukti 

lain selain yang diluar ketentuan perundang-undangan15. 

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negative 

wettelijke) 

Menurut sistem ini semua hal yang dapat memberikan hakim 

sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus memiliki 

hubungan kausal (sebab-akibat) antara alat-alat bukit dan keyakinan hakim, 

sehingga sistem ini telah ditentukan dalam undang-undang dan dibatasi 

bahwa harus diiringi oleh adanya keyakinan, memang telah terjadi tindak 

pidana dan terdakwalah yang melakukannya. 

Adapun dalam teori ini menempatkan dua syarat yang terdiri dari 

sebagai berikut : 

1) Disebabkan oleh alat-alat bukti yang telah sah dan memiliki 

kekuatan hukum yang tepat (Wettelijke) 

2) Disebabkan oleh alat-alat bukti yang telah sah dan memiliki 

kekuatan hukum yang tetap tidak cukup untuk menetukan 

kesalahan terdakwa sehingga hakim menggunakan 

keyakinannya sebagai bentuk lain dalam pengambilan 

keputusan. 

                                                 
15  Martiman Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia 

Indonesia, hal. 17 
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2. Teori Keadilan 

Sejatinya Hukum Alam telah menjadi dasar pemikiran sejak zaman Socrates 

sampai dengan Francois Geny. Teori Hukum alam selalu mengedepankan “the 

search for justice”.16 Begitu banyak teori tentang keadilan dan masyarakat yang 

adil. Dalam teori ini selalu menyangkut dengan hak dan kebebasan, pendapatan, 

kemakmuran, dan peluang kekuasaan. Dan dari berbagai macam teori-teori tersebut 

Aristoteles menuangkan isi kepalanya dalam bukunya Nicomachean Ethnics dan 

teori keadilan sosial John Rawl dalam A Theory of Justice dan teori keadilan dan 

hukum dari Hans Kelsen pada bukunya General Theory of Law and State.  

a. Teori keadilan Aristoteles 

Keadilan dalam konsep sudut pandang Aristoteles begitu lengkap dalam 

bukunya Nichomanchean Ethnics, Politics, dan Rethoric. Spesifik 

mengenai teori keadilan dapat dilihat dari buku Nichomance Etchincs, yang 

mana buku ini dibuat sebagai penghormatan bagi keadilan itu sendiri, yang 

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, “karena hukum hanya bisa 

diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.17 

Pada intinya pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah suatu hak 

pemberian yang bersifat universal atau persamaan namun bukan 

penyamarataan. Aristoteles mengklasifikasikan hak persamaanya sesuai 

dengan hak proporsional. Kesamaan hak dimata manusia merupakan inti 

dasar dalam keadilan yang merupakan wadah bersama dalam keadilan. 

                                                 
16  Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Histori, Nuansa dan 

Nusameida, Bandung, hal. 24 
17 L.J. Van Apeidoom, 1996, Pengatar Ilmu Hukum,  Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 11-

12 
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Dengan kata lain semua warga negara yang memiliki hak yang sama 

dihadapi dengan keadaan yang sama di hadapan hukum. Kesamaan 

proporsional memberikan masing-masing individu haknya tersendiri 

berdasarkan kemampuan dan prestasi sebagai tolak ukur. 

 Lebih lanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam 

yaitu keadilan “distributief” dan “commutatief”. Keadilan distributif ialah 

keadilan yang diberikan kepada subjek hukum berdasarkan porsi dan 

prestasi, sedangkan commutative merupakan keadilan yang diberikan tanpa 

memandang latar belakang porsi maupun prestasi, dalam hal ini berkaitan 

dengan tukar menukar barang dan jasa, suatu subjek hukum dengan kata 

lain pemerataan pemberian keadilan.18  

 Keadilan distributif menurut Aristoteles difokuskan pada distribusi, 

kekayaan dan segala hal yang bersifat materil dalam masyarakat. Dengan 

mengesampingkan “pembuktian” matematis, dan Aristoteles berpendapat 

bahwa distribusi materil merupakan nilai yang didapat di kalangan warga, 

dan distribusi yang adil adalah distribusi materil yang sesuai dengan nilai 

yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.19 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih 

gejala dengan menganalisis gejala atau melakukan penelitian mendalam 

terhadap fakta-fakta tersebut, kemudian mencari solusi atas permasalahan 

                                                 
18 Carl Joachim Friedrich, Op Cit, hal. 25 
19  Pan Mohammmad Faiz, 2009, “Teori Keadilan John Rawls”, Jurnal Konstitusi 

(Agustus, 2009)  hal. 135. 
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yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. 20  Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian  

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian 

hukum empiris merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian 

hukum yang dimana penelitian tersebut menggunakan fakta-fakta atau 

kenyataan-kenyataan empiris yang diambil dari perilaku manusia baik yang 

berperilaku verbal yang dilakukan dengan cara wawancara, maupun 

perilaku nyata yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung. Atau dapat disimpulkan secara singkat pengertian penelitian 

hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam arti nyata 

dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian hukum yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini ialah dengan pendekatan perundang-undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan Gabungan (Socio-legal Approach), yaitu 

sebagai berikut: 

a.  Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)  

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) merupakan 

suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan 

hukum yang sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Pendekatan Sosiologi Hukum 

                                                 
20 Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, , hal.2  
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Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak 

“mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah 

menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik 

bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.21 Bagaimana pun hukum 

selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya 

hukum itu tidak lepas dari realitas sosial dimana hukum itu bersemai. 

Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat berperilaku sebagaimana 

yang dikehendaki hukum. 

 

3. Jenis Data Primer 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris  

terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau 

terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga 

teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisoner dan observasi.22 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. 

Pengumpulan  data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara wawancara, penelitian ini didukung dengan Bahan 

                                                 
21 Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, 

Jurnal Dimensi, (November 2017), hal. 52. 
22  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010,  Dualisme Penelitian Hukum Empiris & 

Normatif, Pustaka Pelajar,Bandung, hlm.280 
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Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum 

Tersier. 

1. Bahan Hukum Primer,  

yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

seperti norma dasar maupun peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:  

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana. 

c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan 

Secara Elektronik.  

d) SEMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan 

Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan 

Yang Berada di Bawahnya,  

e) SE Sekertaris MA Nomor  8 Tahun 2020, 

Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 
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Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana 

di Pengadilan Secara Online.  

f) Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 

Tentang Kebijakan Tugas Penanganan 

Perkara Selama Masa Pencegahan Covid-19 di 

Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. 

2. Bahan Hukum Sekunder, 

yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan 

hukum yang dimaksud di sini tidak mengikat, yang 

terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Bahan Hukum Tersier, 

yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi 

kedua bahan hukum di atas, terdiri dari Kamus Hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, 

berbagai majalah dan surat kabar.  

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai 

dengan pendapat Sunaryati Harto Nomor. 23  Bahwa 

bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, 

seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, 

                                                 
23 Sunaryati Hartono , 2006, Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20, Citra 

Aditya Bhakti, Bandung,  hal. 34  
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misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para 

ahli.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan penelitian ini, ialah 

wawancara ini dilakukan untuk menunjang suatu bahan yang telah diperoleh 

dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian 

skripsi peneliti.  

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri 

Palembang. Lokasi ini dipilih peneliti dalam melakukan penelitian karena 

menyediakan sumber data yang diperlukan dalam menunjang pengerjaan 

skripsi peneliti keabsahan pembuktian kasus pidana melalui sidang online. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi yang dimaksudkan ialah suatu wilayah yang terdiri dari 

subjek dan objek yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Populasi penelitian 

dari skripsi peneliti ini ialah Kejasaaan Negeri Palembang. 

b. Sampel 

Teknik dalam penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan suatu teknik yang dinamakan dengan teknik purposive 

sampling yang dimana sampel ini diperoleh melalui suatu informasi atau 
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suatu pernyataan yang didapatkan dari narasumber atau responden yang 

ditentukan oleh peneliti berdasarkan pada kriteria khusus yang sesuai dengan 

penelitian atau pihak-pihak yang ahli dalam bidangnya. Sampel penelitian ini 

yaitu Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang. 

7.  Teknik Analisis Data  

Data dalam penelitian ini akan dikelola oleh peneliti dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang kemudian data 

tersebut akan disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan keaslian data 

yang diperoleh dari proses studi lapangan yang dilakukan peneliti.  

Penelitian  ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dimana 

data-data yang telah diperoleh akan dikelola, diuraikan, serta dikaitkan atau 

dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan jawaban atas 

objek yang diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif ini juga berguna untuk 

menjelaskan atau menjawab permasalahan sesuai dengan yang ada di 

lapangan. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian 

yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait dengan kebenaran 

hipotesa suatu penelitian. 24 Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini 

                                                 
24  Beni Achmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hal 

93.  
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dilakukan dengan teknik induktif yaitu metode pengambilan kesimpulan dari 

pertanyaan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum yang di 

mana nantinya akan diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari 

penelitian yang diangkat dan diajukan sebelumnya. 
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